
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1224, 2017 KEMENKEU. Penyelesaian Tunggakan Pinjaman 

Pemda. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                             NOMOR 121/PMK.07/2017            /PMK.07/2017 

TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN 

PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN 

DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyelesaian 

tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Pusat melalui pemotongan Dana Alokasi 

Umum dan/atau Dana Bagi Hasil telah diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah melalui            

Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau  Dana 

Bagi Hasil; 

  b. bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan 

pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH                  

atas tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah, perlu 

dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap 

Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dengan mengatur kembali ketentuan 

mengenai tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui 
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pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi 

Hasil dalam Peraturan Menteri Keuangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah            

Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum 

dan/atau Dana Bagi Hasil; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan 

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha 

Milik Negara dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1000); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 

tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan  

Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur          

dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan 

Infrastruktur Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1755); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH 

DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM 

DAN/ATAU DANA BAGI HASIL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 

dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai                

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang          

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi 

Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang 

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang 

Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah               

Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal           

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan 

Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.  

4.  Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang               

atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Daerah 

tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

5.  Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU       

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan            

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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6.  Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH               

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan           

kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

7.  Tunggakan adalah jumlah kewajiban Pinjaman Pemerintah 

Daerah yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, denda, 

dan/atau biaya lainnya, yang belum dibayar oleh 

Pemerintah Daerah dan telah melewati tanggal jatuh tempo, 

sesuai ketentuan naskah perjanjian pinjaman. 

8.  Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana Jaminan 

Penugasan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan DAU 

dan/atau DBH, dan/atau sumber lain yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar 

Tunggakan yang Gagal Bayar kepada  PT SMI yang dikelola 

dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan 

Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 

9.  Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan 

Infrastruktur Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola Dana 

Jaminan Penugasan.  

10.  Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara            

yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat                

pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu  

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di 

kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau 

satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan 

dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan 

dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal 

dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

11.  Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat             

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 
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yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber 

dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

12.  Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN 

selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas 

beban APBN berdasarkan SPM.  

 

BAB II 

RUANG LINGKUP PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM 

DAN/ATAU DANA BAGI HASIL 

 

Pasal 2 

(1) Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap: 

a. Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan               

atas kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari 

Pemerintah termasuk dana investasi Pemerintah, 

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan      

Pinjaman Luar Negeri; dan/atau 

b. Pemerintah daerah yang mempunyai Tunggakan atas 

kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI. 

(2)  Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai penyelesaian 

Tunggakan. 

(3)  Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai penggantian 

atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan. 

 

BAB III 

BESARAN PEMOTONGAN 

DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL 

 

Pasal 3 

(1)  Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dilakukan sekaligus atau bertahap sampai 

dengan diselesaikan/dilunasi seluruh Tunggakan. 
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